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RINGKASAN 

 

 

Penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan normatif dalam 

pengaturan penangguhan penahanan di Indonesia. Meskipun KUHAP telah 

memberikan dasar hukum mengenai penangguhan penahanan, pengaturannya 

masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait dengan luasnya 

kewenangan diskresi aparat penegak hukum dalam memberikan atau menolak 

permohonan penangguhan penahanan. Tidak adanya parameter yang jelas 

mengenai alasan pemberian maupun penolakan penangguhan penahanan berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas perlakuan, serta pelanggaran 

terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang 
bersifat analitis dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hak asasi 

manusia, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, jurnal ilmiah, dan 

hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui 

penafsiran hukum dan evaluasi kritis terhadap pengaturan penangguhan penahanan 

dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia dan prinsip due process of law. 

Landasan teoritis penelitian ini menggunakan teori due process of law, teori 

perlindungan hak asasi manusia, dan teori discretionary power. Teori due process 

of law menegaskan bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak-hak individu 

harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas, adil, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam sistem peradilan pidana, prinsip ini berfungsi 

sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara yang bersifat 

koersif, termasuk kewenangan melakukan penahanan. Oleh karena itu, penahanan 

tidak boleh ditempatkan sebagai tindakan yang otomatis dilakukan terhadap setiap 

tersangka atau terdakwa, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata 

dan proporsional. Dalam konteks ini, penangguhan penahanan dipandang sebagai 

salah satu bentuk implementasi prinsip due process of law yang bertujuan menjaga 

keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak 

kebebasan individu. 

Teori perlindungan hak asasi manusia digunakan untuk menjelaskan bahwa 

setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat secara kodrati dan wajib 

dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Salah satu hak yang paling 
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relevan dalam konteks penahanan adalah hak atas kebebasan pribadi (right to 

personal liberty). Penangguhan penahanan dipandang sebagai mekanisme yang 

memungkinkan negara tetap menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa 

menghilangkan hak kebebasan seseorang secara penuh. Dengan demikian, 

penangguhan penahanan tidak hanya memiliki fungsi prosedural dalam hukum 

acara pidana, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hak asasi manusia 

yang bertujuan mencegah penggunaan penahanan secara berlebihan dan sewenang-

wenang. 

Selanjutnya, teori discretionary power digunakan untuk menganalisis 

kewenangan aparat penegak hukum dalam memberikan atau menolak penangguhan 

penahanan. Teori ini menjelaskan bahwa diskresi diperlukan karena hukum tidak 

mungkin mengatur seluruh peristiwa secara rinci. Namun demikian, penggunaan 

diskresi harus tetap dibatasi oleh prinsip rule of law, proporsionalitas, rasionalitas, 

transparansi, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, luasnya ruang diskresi dalam 

pemberian penangguhan penahanan sering menimbulkan ketidakseragaman 

penerapan hukum dan berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan. 

Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih jelas agar penggunaan diskresi 

tidak bertentangan dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi 

manusia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penangguhan penahanan 

dalam KUHAP pada dasarnya telah memberikan ruang perlindungan terhadap hak-

hak tersangka dan terdakwa. Namun demikian, ketentuan yang ada masih bersifat 

umum dan belum memberikan ukuran yang objektif mengenai syarat, indikator, 

maupun mekanisme penilaian dalam pemberian penangguhan penahanan. Kondisi 

tersebut menyebabkan pelaksanaan penangguhan penahanan sering bergantung 

pada penilaian subjektif aparat penegak hukum sehingga menimbulkan disparitas 

dan ketidakpastian hukum. 
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ABSTRAK 

Penangguhan penahanan merupakan salah satu instrumen dalam hukum acara pidana yang 

bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak 

asasi manusia. Meskipun penahanan diperlukan untuk menjamin kelancaran proses peradilan 

pidana, tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak kebebasan 

seseorang yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturan penangguhan 

penahanan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa 

dalam perspektif due process of law. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penangguhan penahanan dalam 

KUHAP baru serta menelaah sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan perlindungan hak 

asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas 

peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, dan instrumen hak asasi manusia 

internasional yang dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangguhan penahanan merupakan salah satu 

bentuk implementasi prinsip due process of law yang memberikan perlindungan terhadap hak 

kebebasan pribadi, asas praduga tidak bersalah, dan hak atas perlakuan yang adil dalam proses 

peradilan pidana. Namun demikian, pengaturan yang ada masih menyisakan permasalahan berupa 

luasnya kewenangan diskresi aparat penegak hukum dan belum adanya parameter yang jelas dalam 

pemberian maupun penolakan penangguhan penahanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penangguhan penahanan tidak hanya berfungsi 

sebagai mekanisme prosedural dalam hukum acara pidana, tetapi juga sebagai instrumen 

perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas, objektif, 

dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia 

dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Penangguhan Penahanan, Hak Asasi Manusia, Due Process of Law, Diskresi, 

Perlindungan Tersangka. 
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ABSTRACT 

 

 
Suspension of detention is one of the instruments within criminal procedural law aimed at 

maintaining a balance between the interests of law enforcement and the protection of human rights. 

Although detention is necessary to ensure the effectiveness of criminal proceedings, it essentially 

constitutes a restriction on an individual's right to liberty, which is recognized as a fundamental 

human right. Therefore, the regulation of suspension of detention plays an important role in 

protecting the rights of suspects and defendants from the perspective of due process of law. 

This study aims to analyze the regulation of suspension of detention under the new 

Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP) and to examine the extent to which such 

regulation reflects the protection of human rights. This research employs a normative legal research 

method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, legal 

literature, legal doctrines, and international human rights instruments, which are analyzed 

qualitatively. 

The findings reveal that suspension of detention constitutes an implementation of the 

principle of due process of law by providing protection for the right to personal liberty, the 

presumption of innocence, and the right to fair treatment in criminal proceedings. However, the 

current regulation still presents several issues, particularly the broad discretionary authority granted 

to law enforcement officials and the absence of clear parameters regarding the approval or rejection 

of suspension requests. This condition may lead to legal uncertainty and unequal treatment of 

suspects or defendants. 

This study concludes that suspension of detention serves not only as a procedural 

mechanism within criminal procedural law but also as an important instrument for the protection of 

human rights. Therefore, clearer, more objective, and more accountable regulations are required to 

ensure legal certainty, justice, and effective human rights protection within the Indonesian criminal 

justice system. 

 

 

 

 

Keywords: Suspension of Detention, Human Rights, Due Process of Law, Discretionary Power, 

Protection of Suspects and Defendants. 
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